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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Ekonomiduniadewasa inibergerak sangatdinamis,denganglobalisasisebagai
motor penggeraknya.Pelan tapi pasti,globalisasitelah menjadipendorong utama bagi

munculnyaintegrasiekonomidunia serta pen

SITA

aninvestasi, baik secara langsung

SAﬁﬁA

maupun tidak langsu @ertum buhan ekonomi
dan lapangan kerja.
Pada masa se si oleh struktur yang
terkonsentrasi.Pelak saan dapatmenguasai
dengan skala besar pje ja ekonomi nasional
cukup memprihatinkai

esenjangan ekonomi

dalam berbagai bidan runtuhnya bangunan

ekonomi lndonesia y 3 ) terhapus hanya dalam
waktu singkatpada saat krisis 1997. -

Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong dilakukannya reform asi disektor
ekonomi, sebagai bagian dari reformasidi berbagai bidang kehidupan bernegara dan
berbangsa.Secaragarisbesarterdapattigahalpentingyang menjadiintidariperubahan
yang disepakatioleh bangsainisaatreformasidigulirkan,yangmemilikiefek luar biasa

bagiperkembangan bangsa ini ke depan.Tiga elemen penting tersebutadalah :



1. Membangun sistem politik yang demokratis melalui perbaikan peraturan
perundangan tentang Pemilu, Partai Politik dan pembentukan Komisi
Pemilihan Umum . Hal ini menjadi dasar bagi proses dem okrasi bangsa ini ke
depan melaluiperubahan dari pendekatan sentralistismenjadidem okrasi.

2. Membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat, dengan pengesahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pembentukan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU). Dengan dem ikian diharapkan adanya level playing
field antarapelakuusaha,pemberdayaan UM KM , dan perlindungan konsum en.

3. Mengakomodasi secara utuh Good Governance (GG) dalam sistem
Pem erintahan dan Good Corporate
usaha, yang dJraKku aUNlVaEB$J| A

Undang-Unda

nment (GCG) di lingkungan dunia

ecara khusus, seperti
pembentukan Komisi

Pem berantasa an _adgz dan wupaya keras
pem berantasa i ! “kan akan mem iliki
pemerintahan , < U abTe.

Secara teoritis|
baru bagi manajeme
merupakan suatu isuy
terus dikajioleh pelak

Dilndonesia kg G) menjadi fenomena
baru dalam tata kelola korpora | isiS tahun 1997, yang awalnya
konsep Good Corporate Governance (GCG) diperkenalkanoleh PemerintahIndonesia
dan Internasional M onetery Fund (IM F) dalam rangkaEconomyrecoverypascakrisis.3
Kemudian konsep Good Corporate Governance (GCG) menjadi acuan bagi

perusahaan-perusahaandilndonesia.

' Budi Kagramanto, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Kontenks, Jakarta: ROV

Creative M edia, 2009, hal.9-11
? Soesilo J. Leo dan Karlen Simarm ata, Good Corporate Governance (GCG) pada Bank
(Tanggung Jawab Direksidan Komisaris dalam M elaksanakannya), Bandung: PT. Hikayat Dunia, 2007,
hal. 16.

3Khairandi Ridwan dan Camelia M alik, Op Cit, hal 60.



Terkaitdengan munculnya konsep Good Corporate Governance (GCG) yang
saat ini menjadi acuan atau pedoman bagi perusahan-peusahaan di Indonesia, bank
merupakan salah satu contoh dari perusahaan yang menerapkan konsep Good
Corporate Governance (GCG). Hal itu dibuktikan dengan adanya kebijakan dalam
bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PB1/2006 tentang pelaksanaan Good
Corporate Governance bagiBank Umum sebagaimanatelah dirubah dengan Peraturan

Bank Indonesia No.8/14/PB1/2006 dalam

SITAS

“Ayat 1:
Bank wajib m e Governance dalam
setiap kegiata jenjang organisasi.
Ayat 2 :
Pelaksanaan nance sebagaimana
dimaksud pad a anfidalam :

a. pela
ank;
n auditoreksternal;

ngendalian intern;

ediaan dana besar;

Bank Nagari merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sum atera Barat

merupakanbank milik daerah yang awalnya berbadan hukum Perusahaan Daerah yang

pendiriannya berdasarkan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang

Bank Pem bangunan Daerah tentang Bank Pem bangunan Daerah (BPD), namun dalam

perkem bangnyaBank Nagari merubah status badan hukumnya dari perusahaan daerah

menjadiPerusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).



Adapun tujuan dari dirubahnya status badan hukum Bank Nagari dari
Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) selain meningkatkan kinerja dan
daya saing bankA,tetapijuga karena kuatnya respon terhadap kebutuhan dan penerapan
Good Corporate Governace dalam industri perbankan terutama pada Bank Nagari.
M engingat situasi eksternal dan internal perbankan semakin kom pleks serta risiko
akan praktek tata ke rate Governance) di
Governance selain

bidang perbanka\n.5

meningkatkan kiner manajemen resiko

sebagaimanayang tel 8 2N o0.5/8/PB1/2003 dan
Pasal53 Bank Indone 8/14/PB1/2006, tetapi
juga lebih memberikal

Dengan adany,

ditetapkan Bank Indone JK) selaku pengawas

perbankan tentunya akan memberikan suatu arahan dan pedoman yang pendiriannya

overnance yang telah

jelasbagiindustriperbankan dilndonesiaterutamabagiBank-Bank Daerah.Selain itu

ketentuan tentang Good Corporate Governance yang telah ditetapkan Bank Indonesia

juga merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hal pengelolaan

perusahaan yang baik,terutamadalam industriperbankan.

APeraturan D aerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah (PD) maenjadi Perseroan Terbatas (PT),
Pasal 2 Huruf A

5Indra Surya dan Ivan Y ustiavandana, Op Cit, hal.116



Untuk menjadikan prinsip Good Corporate Governance sebagai suatu

kebutuhan yang harus dipenuhi dalam industri perbankan, maka Bank Nagari

mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan

menerapkan Prinsip Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability),

Pertanggungjawaban (responsibility), Keobjektifan dalam Pengambilan Keputusan

(Indepedency)dan Kewajaran (Fairness).Untuk tercapainyapenerapan prinsip-prinsip

tersebut Bank Nagari yang dilakukan sejak

beralihnya status bad atas. Selain itu Bank
Nagari juga melaku aan melalui proses
restrukturisasi dan re n kepatuhan (fit and
proper test) terhadafp an Komisaris Bank)
sehingga hal trsebut ebih baik lagi dalam
pengelolaan industri

Governance dapat terch £ PYe :
vryg bt Loty e

Penegakan tata kelola peru ,.-.3 ailk (GCG) sangat tergantung pada

sip Good Corporate

. . 6
struktur organisasi bank. Untuk mendorong pelaksanaan Good Corporate
Governance, timbulsuatu mengenaiorgan tam bahan dalam strukur perseroan.Organ -
organ tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Good Corporate

Governance didalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adapun organ tambahan

*Akhm ad Syakhroja, Best Praktek Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal
Perbankan Indonesia, No 06 Tahun XX X Il Juni 2003



tersebut adalah Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit, dan
Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, struktur organisasi bank sebagai salah satu perusahaan berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) adalah RUPS, dewan komisarisdan dewan direksi. Direksi
mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melaksanakan pengurusan dan
menjalankan perwaki

sitidak terbatas pada

memimpin dan menjg sud dan tujuan bank

(persero). Direksi be isiatif dan mem buat

rencana masa depan an tujuan bank, serta
mem buatlaporan tah

an keuangan, laporan

I selam a tahun buku

Internal (SPI).Tujuan dibentuknya SPI enyediakan laporan yang lengkap,

benar, tepatwaktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengam bilan keputusan

yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengawasi kinerja bank dalam

rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dari

"Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo
Pasall3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUM N .



dewan direksi maka dibentuk dewan komisaris. Dewan komisaris dalam melakukan
pengawasan wajib membentuk kom ite audit.a

Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan
prinsip Good Corporate Governance, dan dituntut untuk dapat bertindak secara
independen.9 Independen berarti tidak memihak atau bersifat netral terhadap

perusahaan. Termasuk ke dalamnya tidak memiliki hubungan bisnis ataupun

kekeluargaan dengan perusahaan.

Peran kom ite a erian bantuan kepada
dewan komisaris dalj trol internal, laporan
keuangan dan manajeg ah untuk pengawasan
perusahaan menyan I vyang berpotensi
mengandung risiko, al, serta pem antauan
satuan Pengawasan
Internal (SPI). L kom ite audit harus
mencerminkan keadaan perusah;lan" : ebenarnya, sehingga komisaris dapat
melakukan pengawasan dan pengarahan kepada direksi untuk bekerja sesuai dengan
tujuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk

melakukan pengelolaan usaha yang sehat melaluiperan pengawasan yang dilakukan.

Bhttp:l/ejournal.unisba.ac.idlindex.phplsyiar hukum /article/download/627/pdf diakses tanggal

3 Februari 2015 pukul 19.00

gIndra Surya dan Ivan Y ustiavandana, Op Cit. hlm .145


http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/627/pdf

Komite audit yang merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam
menjalankantugasyang dimilikisebagaipihak yang melindungipihak luarperusahaan
dari kecurangan manajemen perusahaan. Komite auditmerupakan

penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris, dengan hasil
temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan
manajemen perusahaanuntuk mengembangkanusaha.Adanya fungsidarikom iteaudit

untu memenuhi

k —berusaha
SITAS ANDA

corporate governancg e s 0 i ify, accountability,dan

tersebut membuat ada dorongan prinsip-prinsip good

transparency.

Peran penting dorporate governance,
mem buat adanya tun i komite audit dalam
rangka menjalankan dependen yaitu tidak
dapat dipengaruhi olg pengawasan. Hal ini
dibutuhkan agar tem ug kan oleh kom ite audit
mampu bersifatobye arnya,sehingga terus
mendapatkan upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu
menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku. Kom ite
audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan
perusahaan.karenatidak membawakepentingandaripihak manapuntetapiberlaku adil
kepada seluruh pihak berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Peran

penting komite audit dalam good corporate governance tersebut mendatangkan

tuntutan untuk memasukkan kom iteauditsebagai bagian daripengembangan usaha.



Adanya Komite audit diharapkan dapat memberikan rekomendasi akuntan

public,menilaihal-halyang menyangkutpenugasan akuntanpublik, menilaikebijakan

akuntansi serta pelaksanaannya serta meneliti laporan keuangan tahunan term asuk

laporan tahunan, laporan auditor dan management letter. Dalam kaitannya dengan

good corporate governance, kom ite audit harus dapat mem astikan bahwa perusahaan

telah melaksanakan dan mem atuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya yang

berlaku serta mem astikan perusahaan m enja egiatan usahanya secara etis dan

SIT.

bermoral.

M enyadari pe industri perbankan,
penulis tertarik untu omite audit tersebut
sehingga menjadikan dalam mewujudkan
prinsip good corf é e n g B kat judul tentang
“PELAKSANAAN PELAKSANAAN
PRINSIP-PRINSIP ANG BAIK (GOOD
CORPORATE GOV ARI SUMATERA
BARAT?”. Penelitian tersebut akan pénllis lakukan pada PT. Bank Nagari Sum atra
Barat .
B. Perumusan Permasalahan

Agar penelitian yang nantinya akan penulis lakukan lebih fokus dan terarah,
maka penulis terlebih dahulu merumuskan 2 (dua) permasalahan yang menjadi kajian

utama dalam penulisan skripsinantinya. Adapun rumusan masalah yang penulis buat

adalah :



1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas komite audit pada PT. Bank Nagari
Sum atera Barat?

2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance) pada PT. Bank Nagari Sum atera Barat?

3. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan tugas komite audit terhadap
pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good

Corporate Governance) pada agari Sum atera Barat?

P-T-—B-an
SITAS AN

C. Tujuan Peneliti3

Berdasarkan sun beberapa tujuan

.} da PT. Bank Nagari

glola perusahaan yang

1. Untuk mende
Sum atera B a
2. Untuk meng
baik (Good

agari Sum atera Barat;

3. Untuk mengwe om ite audit terhadap

pelaksanaan prinsip-prinsip tata elola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) pada PT. Bank Nagari Sum atera Barat.
D. M anfaatPenelitian
1. Manfaat Teoritis
a. untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis terhadap suatu

perm asalahan sesuai dengan ilmuyang diproleh selamaperkuliahan dengan

10



menerapkan teori-teori yang diperoleh dan menghubungkannya dengan
praktek dilapangan.

b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik
dibidang hukum pada umumnya, maupun dibidang hukum keperdataan,
khususnya hukum perusahaan dan hukum perbankan.

c. Diharapkan hasil penelitian yang akan dilakukan ini nantinya diharapkan

akan dapatmenjadisalah satu

SITAS AN

bacaan bag arik dengan masalah
pelaksanaa
2. ManfaatPrak
a. Penelitian i sum bangan pem ikiran
untuk pen terutama dalam hal
pelaksanaay ance pada PT. Bank
Nagari Sum gan ilmu pengetahuan
bidang huk m perbankan.
b. Diharapkan hasilpenelitianfinljugamam pumemberikan sumbangan praktis
kepada semua pihak yang terkait dan memberikan kontribusi bagi
m asyarakatdan akademisimengenaipelaksanaan tugas kom ite audit dalam
pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
E. Metode Penelitian

M enurut Soerjono Soekanto, metedologi merupakan suatu wusaha wuntuk

menganalisa serta kontrusksi secara metodologis yang berarti suatu penelitian yang



dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, konsisten yakni dilakuikan

10 . . - . . .
secara taatasas. M etode yang digunakan penulisdalam penelitianiniadalah sebagai

berikut :

1. Metode pendekatan

Penulisaninimenggunakan metode pendekatan yuridissosiologis.Yuridis

Sosiologisadalah penelitian hukum yang menggunakan datasekundersebagaidata

awalnya, yang Kk atau data lapangan,

menelitiefektifit dng mencari hubungan
(korelasi) antara t pengumpul datanya
terdiridaristudi di ancara(interview).11
Pendekatdn i 3 : isfperanan kom ite audit

dalam pelaksanaadl | i i gan yang baik (Good

Corporate Gover % ag a Barat serta mencari

2. SifatPenelitian
Sifat penelitianyang digunakan adalah deskriptif.M etode deskriptifdapat
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan / melukiskan keadaan subjek / objek penelitian seseorang,

10Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : Ul-Press, 1986, hal. 3

“Amiruddin, Pengantar M etode Penelitian hukum, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2012,

12



lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta
yang tampak atau sebagaimana adanya.“DaIam penelitian ini memberikan
gam baran secara rinci bagaimana pelaksanaan tugas komite audit dalam
pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance) pada PT. Bank Nagari Sum atera Barat.

3.Sumber Data dan Jenis D ata

a) SumberDa

1. Penelitia

diperoleh dari hasil

penelitian liputi:
a. Pe dalas
b. Pe ng Hatta

e \///

d. Bal ook
R s S A R E Ny, s
2. Penelitian Lapa - N W .
Penelitian lapangan dalah data yang diperoleh dari objek penelitian

dilapangan atau field research yang dalam penelitianiniadalah Bank Nagari

Sum atra Barat.

12 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hal 23.
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b).Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan melakukan wawancara

yang dilakukan secara bebas terstruktur,dengan mempersiapkan daftar

pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Bank Nagari Sum atraBarat.

b. Data sekunder

elalui pengum pulan

Adapun bahan-bahan

ang mengikat (hukum

emerintah, keputusan

pem bahasan ini,bahan

agblik Indonesia Tahun

(b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

(c) Keputusan Menteri Badan Usaha M ilik Negara (BUM N)

No. KEP-117/M -M BU/2002 tentang Praktek Good

Coorporate Governance.



(d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI1/2006 tentang

pelaksanaan Good Corporate Governance bagiBank Umum

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank

Indonesia No.8/14/PB1/2006.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang

ahan hukum primer.
ian hukum sekunder
g hukum yang bukan
merup ku-buku teks,kamus-
kamus entar-komentar atas
ang digunakan buku-

penulis gunakan yaitu

buku vya ; ge ite Governance (GCG)

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
14

sekunder seperti kamus hukum .

M etode Pengum pulan D ata

13 Peter M arzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal.141

e Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hal. 114
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a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan

membaca dan mempelajari buku serta peraturan Perundang-undangan dan

sum ber kepustakaan lainnyayang berkaitandenganobjek yang diteliti,berupa

bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

W awancaraadalah sua memperoleh data sertainform asi

SITAS

dengan berta en. Wawancara yang

dilakukan t dipersiapkan daftar
pertanyaan pertanyaan yang
dipersiapkangs ang dianggap penting
akan ditanyfka : K av ancara. W awancara
dilakukan kejp%

amimiliki kewenangan

dalam pengay nance pada PT. Bank

=) ]aS~
NagariSuma‘(E AJ A A

M etode Pengolahan dan Analisis Data
Setelah Memperoleh data maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan
adalah pengolahan dan analisisdata sebagai berikut:
a. Pengolahan Data
Pengolahan data menggunakan cara editing yaitu meneliti kem bali
catatan data yang diperolehuntuk mengetahuiapakah catatan-catatan itusudah

cukup baik dan dapatsegera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

16



b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data tidak berbentuk angka dengan

mengungkap serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan

dan penelitian lapangan sehingga mendapatsuatu pemecahan yang nantinya

dapatditarik sebuah kesimpulan.

G . Sistem atika Penulisan

Untuk mem b engenai sistem atika

penulisan hukum serf§a e . ) ‘ seluruh isi penulisan

hukum ini, maka pen
4 (empat)Bab. Adapu

BAB | PE
gtar belakang masalah,

aat penelitian, metode

BAB 11 TINJAUAN KEPJSTAKAAN
Dalam Bab ini akan diuraikan tentang kajian teori yang diperoleh
guna mendukung dan menjawab perm asalahan dalam penelitian yang
terdiri dari Tinjauan Umum mengenai GCG yang meliputi
Pengertian GCG, Teori GCG, Konsep-Konsep GCG, Tujuan dan
M anfaat GCG, selanjutnya Tinjauan Umum tentang Komite Audit

meliput Pengertian Komite Audit, Tujuan Komite Audit, Bentuk



BAB

BAB

DAFTAR KEP

1V

Komite Audit, Syarat Kom ite Audit, Struktur Kom ite Audit, Fungsi
dan Peranan Koite Audit,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab iniakan diuraikan mengenai hasil penelitiandilapangan
dan analisamengenaijawaban atas permasalahan penelitian.
PENUTUP

M erupakan Bab penutup

ONIVERSITAS

g pengarang yang telah
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